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MOTTO 

 

Memahami pajak adalah hal yang paling sulit dimengerti di dunia ini. ( the hardest 

thing to understand in the world is the income tax)*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Albert Einstein (1879-1955), sumber: surat dari Leo Mattersdorf di Time    

magazine 
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RINGKASAN 

Prosedur Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa perencanaan Konstruksi Pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Jember; M Barry Prabowo, 140903101042 ; 2019: 71 halaman; 

Program Sudi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakutas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Jember dimulai dari tanggal 4 Februari 2019 s.d. 15 Maret 2019. Tujuan 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Tata Cara 

perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. 

Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN), adalah mempelajari unsur-unsur yang  

terkait dengan PPh Pasal  4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi dan memperoleh gambaran 

nyata tentang pelaksanaan perhitungan,penyetoran dan pelaporan. Dalam hal ini  

Bendaharawan diberikan wewenang untuk memotong jasa Perencanaan dan 

Pengawasan Jasa Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup. Sistem pemungutan 

Pajak di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menggunakan sistem 

Withholding System dimana suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa 

jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga 

bukan aparat pajak/fiskus), pemungutan dilakukan oleh bendahara Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Jember.  

Kesimpulan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah Prosedur 

Pengenaan  Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang dipungut oleh Bendahara Kantor 

sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan yang 

terbaru. Kantor Dinas Lingkungan Hidup memungut Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 

2  mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009 tentang 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

ix 
 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Dilaksanakan dengan Surat Tugas 

Nomor: 3147/UN.25.1.2/SP/2019, Program Studi Diploma III Perpajakan,Ilmu 

Administrasi,  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember 
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 BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara dalam melakukan pembangunan nasional memerlukan sumber dana 

yang besar. Sumber dana tersebut bisa dari penerimaan sektor pajak maupun non 

pajak. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan pendapatan terbesar 

yaitu dari sektor pajak.Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan penerimaandi 

sektor perpajakan yaitu dengan terus melakukan sosialisasi tentang peraturan 

perpajakan dan pembaharuan UU di bidang perpajakan. Masyarakat bukan tidak mau 

membayar pajak namun karena memang belum mengetahui mekanisme dalam 

pemungutan, perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak sesuai dengan undang-

undang perpajakan yang telah ditetapkan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi 

bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah wujud nyata peran 

serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pemerintah terus 

melakukan upaya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran 

pajaknya. Pajak sudah dapat dibayar dan dilaporkan secara online dengan mengakses 

situs resmi Direktorat Jenderal Pajak sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam 

melaporkan pajak dan tidak lagi membutuhkan waktu lama dalam membayarkan 

pajaknya. 

Pajak yang dipungut di Indonesia berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi 

menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang 

dipungut oleh pemerintah pusat. Jenis-jenis pajak yang termasuk pajak pusat 

diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Sedangkan Pajak 
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Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai 

rumah tangga daerah saja. Pajak Daerah sendiri masih terbagi menjadi 2 (dua) yakni 

Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pajak Provinsi meliputi Pajak kendaraan 

bermotor dan kendaraan diatas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta 

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan 

Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak restoran, Pajak hotel, Pajak hiburan, Pajak 

penerangan jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak sarang 

burung wallet, Pajak bumi dan bangunan. 

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun 

asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib 

pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam nama dan bentuk 

apapun. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) antara lain 

dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan perubahan dengan 

Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 

36 tahun 2008. Sebagaimana disebutkan diatas, pajak penghasilan terdiri dari Pajak 

Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, 25, 4 ayat 2 dan lain sebagainya. 

Penulis lebih khusus membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas 

Jasa Perencanaan Konstruksi. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 menurut Mardiasmo, 

(2016:323) ialah: Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan- tabungan 

lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, 

penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan 

tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Pengenaan 

pajak atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang 

berbeda di Undang- Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. Pertama, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d. 

Kedua, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c. Selain itu, 

pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi juga diatur dalam 
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Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari 

PMK No.187/PMK.03/2008 yang menetapkan bahwa penghasilan yang diterima oleh 

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha dibidang Jasa 

Konstruksi, dikenakan pajak penghasilan dimana penghasilan yang diterima dapat 

dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final. Bersifat final artinya bahwa 

penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam 

perhitungan pajak penghasilan terutang. pajak penghasilan terutangnya dapat dihitung 

dari tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009 yang 

tertuang di PP No. 40 Tahun 2009, dikalikan dengan jumlah imbalan bruto. Perlakuan 

tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam 

menghitung pengenaan pajak penghasilan, serta untuk memberikan kepastian hukum 

bagi wajib pajak yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi/Instalasi dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Jember  memiliki  beberapa  objek 

pajak diantaranya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 

2, dan Pajak Pertambahan Nilai. Semua jenis pajak tersebut diarsipkan oleh bagian 

administrasi atau bendahara Dinas Lingkungan Hidup, diantara semua objek pajak 

yang ada dikantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pajak pertambahan 

nilai merupakan pajak yang tertinggi dalam pemungutannya sedangkan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pajak terendah. Hal tersebut dapat diketahui 

dari data pajak yang dipungut oleh kantor Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019. 

Penulis mengambil objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jember karena berdasarkan data diatas Pajak 

Penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pajak terendah dalam pemungutannya, karena 

kegiatan untuk Objek pajak ini sangat jarang dilakukan. PPh Pasal 4 ayat 2 termasuk 

menggunakan Withholding System dimana suatu sistem pemungutan pajak yang 

menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan 

wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus). Jenis sistem ini merupakan jenis 

yang adil bagi masyarakatnya. sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang 
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berlaku. Bendaharawan pemerintah berkewajiban memotong pajak dari penyedia 

jasa. Menyetor pajak tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos 

dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa perencanaan konstruksi didasarkan atas PP No. 

40 tahun 2009 golongan tarif jasa konstruksi. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat judul tentang 

“Prosedur Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 

Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Jember”. Penulis mengambil Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Jember karena karena penulis tertarik untuk mengetahui Tata cara 

perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, serta 

berapa besarnya pajak atas jasa perecanaan instalasi/konstruksi yang harus 

dibayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan diajukan rumusan 

masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Perhitungan,Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Perencanaan Konstruksi pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Jember? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

a. Mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Perencanaan 

Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. 
 

b. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya 

program Studi Diploma III Perpajakan. 
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1.3.2 Manfaaat Praktek Kerja Nyata 

Manfaat Praktek Kerja Nyata yaitu : 

a. Menambah wawasan tentang ilmu pajak khususnya pajak penghasilan pasal 4 

ayat (2) final dengan cara praktek secara langsung dalam dunia kerja. 

b. Memperoleh pengetahuan mengenai aplikasi perpajakan dalam proses 

perhitungan pasal 4 ayat (2) atas Jasa Perencanaan Instalasi/ Konstruksi. 

c. Melatih kedisiplinan dan mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas selama praktek kerja nyata. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Prosedur Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan 

2.1.1 Pengertian Prosedur 

Mulyadi (1997:6) mengemukakan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang. 

2.1.2 Pengertian Perhitungan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perhitungan memiliki 6 arti. 

Perhitungan berasal dari kata dasar hitung. Perhitungan adalah sebuah 

homonim karena arti artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi 

maknanya berbeda. Perhitungan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata 

benda sehingga perhitungan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, 

atau semua benda dan segala yang dibendakan. http://kbbi.kata.web.id/arti-

kata-perhitungan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html (Diakses pada 17 

November 2019).  

2.1.3 Pengertian Penyetoran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyetoran berasal dari kata dasar 

setor. Penyetoran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga 

penyetoran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda 

dan segala yang dibendakan. http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-penyetoran-

kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html (Diakses pada 17 November 2019).  

2.1.4 Pengertian Pelaporan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaporan berasal dari kata lapor. 

Pelaporan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga 

pelaporan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda 

dan segala yang dibendakan. http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-pelaporan-

kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html (Diakses pada 17 November 2019).  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-perhitungan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html
http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-perhitungan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html
http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-penyetoran-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html
http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-penyetoran-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html
http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-pelaporan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html
http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-pelaporan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


7 
 

 

2.2 Perpajakan  

2.2.1 Pengertian Pajak 

Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) mendefinisikan, pajak sebagai iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

Adapun definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2013:1), Pajak 

sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara 

yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal 

balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraaan secara 

umum. 

2.2.2  Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1), yaitu : 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras; 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif; 

3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia 

di pasaran dunia. 
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2.2.3 Jenis Pajak 

Menurut Resmi (2013:7) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak Langsung 

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 

2) Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif 

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 

2) Pajak Objektif 

Pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib 

Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM) 

c. Menurut Lembaga Pemungutanya 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga Negara; 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 
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2) Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak 

Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah masing-masing.  

Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di 

atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas Air , Pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 

Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/ kota meliputi Pajak 

Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

2.2.4 Cara Pemungutan Pajak 

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara menurut Waluyo dan Ilyas 

(2003:17) sebagai berikut : 

a. Stelsel Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu: 

1) Stelsel nyata (Riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.  Kelebihan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan adalah pajak baru 

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah hasil rii diketahui) 

2) Stelsel Fiktif  

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya 

pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah 

pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. 
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Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan 

yang sesungguhnya. 

3) Stelsel Campuran  

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal 

tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada 

akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak 

menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. 

Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat 

diminta kembali.  

b. Sistem Pemungutan Pajak 

1) Official Assesment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. 

Ciri-ciri Official Assesment System: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus; 

b) Wajib pajak bersifat pasif; 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2) Self assessment system 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung. 

Memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar.  

3) Withholding system 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada 

pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. 
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2.2.5 Teori Pajak 

Menurut Resmi (2013:5) beberapa teori yang mendukung hak negara untuk 

memungut pajak dari rakyatnya, antara lain: 

a. Teori Asuransi 

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan 

segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga 

harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), 

untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran 

premi. Beberapa pakar menentang bahwa pembanding antara pajak dan 

perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena dalam hal timbul kerugian, tidak 

ada penggantian secara langsung dari negara, dan antara pembayaran jumlah 

pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan 

langsung. 

b. Teori Kepentingan  

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus 

dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas 

kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk 

perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.  

c. Teori Gaya Pikul 

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama 

beratnya untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar 

besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau 

pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang 

pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan 

sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.  

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak 

Teori ini tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan 

warganya. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka 

timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Persekutuan berhak atas satu 
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dan yang lain, untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam 

bentuk pembayaran pajak.  

e. Teori Asas Gaya Beli  

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan 

hanya melihat pada efeknya,dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar 

keadilannya. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan 

masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan 

pajak.  

2.2.6 Tarif Pajak 

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:19), Struktur tarif yang berhubung dengan 

pola persentase tarif pajak dengan dikenal 4 (empat) macam tarif: 

a. Tarif Pajak Proporsional  

Tarif ini disebut juga dengan istilah Tarif Sebanding yaitu tarif berupa 

persentase yang tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar 

pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas 

penyerahan Barang Kena Pajak.  

b. Tarif Pajak Progresif  

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih besar 

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai 

contoh, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak 

badan yaitu: 

1) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 10%; 

2) Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 tarifnya 15%; 

3) Di atas Rp 100.000.000,00 tarifnya 30%. 

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi: 

1) Tarif Progresif Progresif 

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar. 

2) Tarif Progresif Tetap 

Kenaikan persentasenya tetap. 
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3) Tarif Progresif Degresif 

Kenaikan persentasenya semakin kecil.  

c. Tarif Pajak Degresif  

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun 

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. 

d. Tarif Pajak Tetap 

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama 

besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. 

Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea 

Materai.  

2.2.7 Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Menurut Mardiasmo  (2013:12), pengertian subjek pajak dan objek pajak 

adalah:  

a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak; 

b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perudang-undangan 

perpajakan daerah. 

 

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) 

2.3.1 Pengertian pajak penghasilan (PPh) 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak 

(Resmi, 2013:74). 

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, menurut Mardiasmo 

(2013:156). 
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a. Yang menjadi subjek pajak adalah:  

1) Orang Pribadi. 

2) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 

3) Badan,terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD 

dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politk, 

atau organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya. 

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar 

negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalakan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia. 

b. Subjek pajak dibedakan menjadi: 

1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:  

a) Subjek pajak orang pribadi: 

(1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan atau; 

(2) Dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat  untuk 

bertempat tinggal di Indonesia. 

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari: 

a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari 

Indonesia berupa: 

(1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap 

di Indonesia; 
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(2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan 

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha 

Tetap di Indonesia. 

b) Subjek Pajak badan, yaitu: 

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

yang menerima penghasilan dari Indonesia, berupa: 

(1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap 

di Indonesia; 

(2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan 

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha 

Tetap di Indonesia. 

2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan menurut Mardiasmo 

(2013:158) adalah: 

a. Badan perwakilan Negara asing 

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara 

asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada 

dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 

1) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia; 

2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

Organisasi-Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri  Keuangan 

dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh pennghasilan 

dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal dari iuran para anggota. 

Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan dengan syarat: 
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1) Bukan warga Negara Indonesia; 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia 

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan 

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik 

yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama 

dan bentuk apapun menurut Mardiasmo (2013:159). 

a. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah: 

1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. 

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

3) Laba usaha. 

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau pesertaan modal; 

b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apapun; 

d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan atau 

sumbangan; 

e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 

perusahaan pertambangan. 
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5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya. 

6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang. 

7) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun,termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi. 

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang telah ditetapkan denagn Peraturan Pemerintah. 

12) Keuntungan kerena selisih kurs mata uang asing. 

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

14) Premi asuransi. 

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan 

pajak. 

17) Pengasilan dari usaha yang berbasis syariah.Imbalan bunga sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan. 

18) Surplus Bank Indonesia. 

b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah: 

1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan 

keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang 

pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunanya diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18 
 

2) Warisan 

3) Harta sebagai peengganti saham atau setoran modal. 

4) Imbalan natura. 

5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi. 

6) Deviden yang diperoleh Wajib Pajakdalam negeri dengan syarat berasal dari 

laba ditahan dan kepemilikan 20%. 

7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai. 

8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan. 

9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi. 

10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan 

Menteri Keuangan. 

11) Beasiswa. 

12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang 

pendidikan dan/atau litbang. 

13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelengara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu. 

 

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (Mardiasmo, 2016:323) menyebutkan bahwa: 

Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan- tabungan lainnya, 

penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari 

pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, 

pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. 

2.4.1 Dasar hukum pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) tentang jasa konstruksi yaitu: 

a. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 

b. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas 

Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. 

Peraturan Mentri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Perubahan Atas 

Peraturan Mentri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tatacara 

Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan 

Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. 

2.4.2 Wajib Pajak dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 

(Mardiasmo, 2016: 324) Wajib pajak ini adalah penyedia jasa konstruksi, 

yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha yang kegiatan usahanya 

menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana 

konstruksi, pengawas konstruksi maupun sub- subnya. Objek pajak di sini adalah jasa 

berupa jasa perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawasa konstruksi. 

2.4.3 Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi 

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi 

diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008. Pengertian menurut PP No. 

51 tahun 2008: Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan 

konstruksi, layanan jasa pelaksaan perencanaan konstruksi, dan layanan jasa 

konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. 

A. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagaian rangkaian kegiatan 

perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakupi 

pekerjaan arsitektual, sipil, mekanikal, dan tata lingkungan masing- masing 

beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik 

lainnya. 

B.  Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan 

yang dinyatakan ahli yang professional dibidang perencanaan jasa konstruksi 

yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan 

bangunan fisik lain. 
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C. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan 

yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi 

yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk meujudkan suatu hasil 

perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk 

didalamnya pekerjaan konstruksi terintergrasi yaitu penggabungan fungsi 

layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan 

pembangunan (Engineering, procurement, and construction) serta model 

penggabungan perencanaan dan pembangunan (Design and Build). 

D. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan 

yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, 

yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 

E. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, 

yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai 

perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawasan konstruksi 

maupun sub- subnya. 

Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang 

bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut: 

1. 2% (Dua persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia 

jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil; 

2. 4% (Empat persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh 

penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha kecil; 

3. 3% (Tiga persen) Untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh 

penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 

1 dan angka 2. 

4. 4% (Empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan 

Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi 

usaha; dan 
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5. 6% (Enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan 

Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi 

usaha 

a) Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal penggunaan 

jasa mmerupakan pemotong pajak atau 

b) Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan pemotong 

pajak. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanaakan di Dinas Lingkungan 

Hidup Daerah Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Supriadi No 52 

Patemon,Pakusari,Kabupaten Jember,Jawa Timur 68191. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

Praktek Kerja Nyata pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember 

dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sesuai surat yang dikeluarkan oleh Fakultas, 

terhitung mulai tanggal 4 Februari s/d 15 Maret 2019. Hari efektif Praktek Kerja 

Nyata di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah  

Tabel 3.1  Daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Jember 

Hari Jam Kerja  Istirahat 

Senin-Kamis 08.00-15.00 12.00-13.00 

Jum’at 08.00-15.00 11.30-13.00 

Sabtu-Minggu Libur - 

 

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan  

3.2.1 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

Mahasiswa sebagai pelaksana Praktek Kerja Nyata dilibatkan dalam beberapa 

kegiatan kerja serta mempelajari proses penghitungan perpajakan pada Kantor Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagai berikut:  
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Tabel 3.2  Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Jember 

 

Waktu 

Pelaksanaan/Penanggung 

Jawab 

Kegiatan Hasil Kegiatan 

Senin, 4 Februari 2019 

H. Agus Hartatik 

 

 

 

 

Ir. Haris Muslimin, M.Si 

Diterima di Dinas 

Lingkungan Hidup oleh 

Kepala 

Ruangan/Kasubag 

Umum Pegawai 

Pengarahan dan 

Pengenalan tempat oleh 

Kepala Ruangan 

Memperkenalkan diri mulai 

nama serta jurusan dari 

peserta magang 

 

 

Mengenal ruang kerja tugas 

pokok di tiap bidang 

Selasa, 5 Februari 2019 

Libur Imlek - 

Rabu, 6 Februari 2019 

 

 

H. Agus Hartatik 

Pengarahan dari Kepala 

Dinas Lingkungan 

Hidup mengenai 

program kegiatan 

pemilahan sampah 

organic dan non organic 

Memahami pentingnya 

pemilahan sampah organic 

dan non organic 

Kamis, 7 Februari 2019 

 

 

H.Agus Hartatik 

Merekap data STNK 

untuk arsip bidang 

Sekretariat 

Merekap data kendaraan 

plat merah untuk arsip 

STNK siap diarsipkan 

untuk catatan tahun 2019 

 

Data siap disetorkan sesuai 

tahun pajaknya 

Jumat, 8 Februari 2019 

 

H. Agus Hartatik 

Merekap dan menginput 

data SPJ untuk alat tulis 

kantor 

SPJ siap disetorkan pada 

Kepala Dinas untuk 

diverifikasi ulang 

Senin, 11 Februari 2019 

 

H. Agus Hartatik 

Menginput data SPJ 

untuk belanja makanan 

dan minuman 

SPJ siap disetorkan pada 

Kepala Dinas untuk 

kegiatan berikutnya 

Selasa, 12 Februari 2019 

 

H. Agus Hartatik 

Merekap data bukti 

setoran laporan pajak 

Bukti setoran berurutan 

sesuai tanggal 
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Rabu, 13 Februari 2019 

 

 

H. Agus Hartatik 

 

Memilah data bukti 

setoran pajak 

Bukti setoran pajak sesuai 

dengan arsip di Dinas 

Kamis, 14 Februari 2019 

 

H. Agus Hartatik 

Merekap data pajak di 

Dinas Lingkungan 

Hidup 

Data pajak siap diarsipkan 

di bendahara 

Jumat, 15 Februari 2019 

 

H. Agus Hartatik 

Menggolongkan data 

berdasarkan 

tanggal,tahun bukti 

setoran pajak 

Bukti setor sesuai tanggal 

dan tahun 

Senin, 18 Februari 2019 

 

H. Agus Hartatik 

Menggolongkan data 

bukti pembayaran PPh 

21 pegawai 

Data bukti pembayaran 

yang sesuai diarsipkan oleh 

dinas 

Selasa, 19 Februari 2019 

 

H. Agus Hartatik 

Pengarahan dan 

penjelasan prosedur 

pencairan dana atas SPJ 

terkait 

Mengetahui prosedur 

pencairan dana 

Rabu, 20 Februari 2019 

 

H. Agus Hartatik 

Membuat kwitansi DWP 

kecamatan atau SMP 

Kwitansi dicetak 200 

lembar 

Kamis, 21 Februari 2019 

 

H Agus Hartatik 

Menginput data gaji 

pegawai golongan III C 

Penyesuaian kenaikan 

pangkat pegawai golongan 

III C 

Jumat, 22 Februari 2019 

 

H. Agus Hartatik 

Menginput data gaji 

pegawai keseluruhan 

Penyesuaian semua 

golongan pegawai 

Senin, 25 Februari 2019 

 

H. Agus Hartatik 

Mengerjakan berkas SPJ 

untuk anggaran bulanan 

SPJ siap dikirim untuk 

pencairan anggaran 

Selasa, 26 Februari 2019 

 

H. Agus Hartatik 

Pencarian dan 

pencocokan data hasil 

pekerjaan/barang 

Data sesuai dengan hasil 

pekerjaan 
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Rabu, 27 Februari 2019 

 

H. Agus Hartatik 

Menginput data gaji 

pegawai keseluruhan 

Penyesuaian semua 

golongan pegawai 

Kamis, 28 Februari 2019 

H. Agus Hartatik Mencetak data gaji 

pegawai keseluruhan 

Penyesuaian semua 

golongan pegawai  

Jumat, 1 Maret 2019 

H. Agus Hartatik 

Memilah berkas gaji 

berkala 

Gaji berkala sesuai 

golongan para pegawai 

Senin, 4 Maret 2019 

 

Ir. M. Sigit Boedi I, 

MP 

Membuat Surat Tugas Surat Tugas siap diedarkan 

Selasa, 5 Maret 2019 

 

Ir. M. Sigit Boedi I, 

MP 

Membuat data kriteria 

Sekolah Adiwiyata di 

Kabupaten Jember 

Data sesuai kriteria Sekolah 

Adiwiyata 

Rabu, 6 Maret 2019 

 

Ir. M. Sigit Boedi I, 

MP 

Sosialisai pengenalan 

dan pembagian bibit 

sengon pada kelompok 

tani di Desa Gadingrejo 

Mengetahui cara menanam 

dan menanggulangi hama 

pada pohon sengon 

Kamis, 7 Maret 2019 

Libur Hari Raya Nyepi - 

Jumat, 8 Maret 2019 

Ir. M. Sigit Boedi I, 

MP 

Merekap kwitansi daftar 

belanja di bidang 

pertamanan 

Kwitansi sesuai dengan 

jenis belanja barang 

Senin, 11 Maret 2019 

Ir. M. Sigit Boedi I, 

MP 

Merekap kwitansi daftar 

barang di bidang 

pertamanan 

Kwitansi sesuai dengan 

jenis belanja barang 

Selasa, 12 Maret 2019 

 

H. Agus Hartatik 

Menginput data surat 

permohonan 

peminjaman dana 

pegawai 

Surat peminjaman diajukan 

ke Kepala Bidang 
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Rabu, 13 Maret 2019 

 

H. Agus Hartatik 

 

Memilah data bukti 

setoran pajak 

Bukti Setor sesuai dengan 

arsip 

Kamis, 14 Maret 2019 

 

H. Agus Hartatik 

Menggolongkan data 

berdasarkan 

tanggal,tahun bukti 

setoran pajak 

Bukti setor sesuai tanggal 

dan tahun 

Jumat, 15 Maret 2019 

H. Agus Hartatik 

Merekap data pajak di 

Dinas Lingkungan 

Hidup 

Data Pajak siap diarsipkan 
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3.3 Jenis dan Sumber Data  

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau 

bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa arsip peserta 

pengajuan pembayaraan jamnan hari tua, penetapan jaminan hari tua, bukti 

pemotongan pajak, yang dinyatakan dalam bentuk sistem elektronik. 

3.3.2 Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

berikut: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek pajak dan wajib pajak. 

Data primer terkait dengan data-data terkait bukti penetapan pajak yang 

dikenakan kepada Subyek Pajak oleh Wajib Pajak.  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan 

yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti arsip pengajuan 

peserta atas pencairan jaminan hari tua.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan 

Praktek Kerja Nyata ini. 

b. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi 
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data-data Wajib Pajak yang menerima penetapan jaminan hari tua yang 

ditetapkan pemotongan tarif pajak khusus.  

c. Wawancara 

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara 

narasumber dan pewawancara. Pada Praktek Kerja Nyata ini bertujuan untuk 

memberikan informasi terkait proses Wajib Pajak disini adalah Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang melakukan pemotongan atas tarif 

pajak. Wawancara dilakukan kepada Ibu Agus Hartatik selaku Kasubag 

Bidang Kepegawaian/Kesekretariatan. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, 

dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final Atas Jasa Perencanaan 

Konstruksi maka dapat disimpulkan : 

a. Pihak Dinas Lingkungan Hidup selaku pengguna Jasa harus melakukan 

kewajiban perpajakannya atas Jasa Perencanaan Konstruksi yaitu dari 

menghitung dan memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Final atas jasa 

Perencanaan Konstruksi yang terutang sebesar 4% untuk bulan Desember 

2018. 

b. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final atas jasa perencanaan 

konstruksi sudah menggunakan Surat Setoran Elektronik atau E-billing 

system dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final atas jasa 

perencanaan konstruksi pada Dinas Lingkungan Hidup melalui Bank Persepsi 

(Bank Jatim), Dinas Lingkungan Hidup Jember dalam melakukan penyetoran 

tidak melebihi sebelum jatuh tempo dan membayar sesuai pajak terutang. 

c. Setelah melakukan pembayaran pajak yang terutang, lalu melakukan 

Pelaporan pajaknya. Batas waktu pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat 2 Final Paling Lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan Penilaian dari Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah 

dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Jember. Dinas Lingkungan Hidup Jember 

sudah melakukan penghitungan, penyetoran, dan melaporkan pajak terutang tidak 

melampaui jatuh tempo yang ditentukan. Penulis mengharapkan untuk Dinas 

Lingkungan Hidup tetap mempertahankan ketaatannya dalam membayar semua 

pajaknya khususnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Perencanaan 

Konstruksi. Dan juga Dinas Lingkungan Hidup Jember harus membuatkan Bukti 

potong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final Atas Jasa Perencanaan Konstruksi lalu 

bukti potong tersebut diberikan kepada pemilik Jasa agar pemilik jasa dapat 

melaporkan pajak terutangnya atas Jasa Perencanaan Konstruksi tersebut. 
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Lampiran 2 : Surat Balasan Tempat Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 3 : Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
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Lampiran 4 : Surat Tugas Dosen Supervisi
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Lampiran 5 : Surat Tugas Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir
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Lampiran 6 : Daftar Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
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Lampiran 7 : Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 9 : SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


56 
 
 

 

Lampiran 10 : Daftar Bukti Pemotongan Pemungutan
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Lampiran 11 : Bukti Penerimaan Negara
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Lampiran 12 : Bukti Penerimaan Surat
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Lampiran : 13 Cetakan Kode E-Billing PPh Final
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Draft Wawancara Dengan Bendahara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
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